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ABSTRAK 

 

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 pemerintah desa merupakan garda terdepan  dari pemerintah 

pusat, kerena pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Sehingga diharapkan 

secara efektif dapat  menjalankan tugas-tugas pemerintah pusat, baik secara   hukum dan politik untuk 

mewujudkanb penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari pemerintah desa dapat bekerja 

sama dengan BPD. BPD mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa. Akan tetapi, 

dalam konteks good governance, pendekatan kemitraan (partnership) lebih relevan ketimbang pendekatan 

konfrontatif, yang memungkinkan terjadi kesejajaran antara pemerintah desa (eksekutif) dan BPD 

(legeslatif), tanpa harus mengurangi makna control BPD. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa, peran BPD memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan 

situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan 

pemerintahan desa yang baik terutama dalam melaksanakan otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kajian yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang. Dengan kerja sama yang sinergi dan seirama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka akan tercapai  pemerintahan desa yang 

baik. Demikian pula apabila pemerintah pusat (eksekutif) dapat bekerja sama seiring dan sejalan dengan 

DPR  Pusat (legeslatif) maka tidak mustahil akan terwujud pemerintahan negara yang baik pula. Penelitian 

ini menggunakan Metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan gambaran 

serta menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, 

adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, yang meliputi wawancara dan 

dokumentasi. Setelah data terhimpun, kemudian dilakukan penyajian dan analisa data. Analisa data dalam 

penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu upaya untuk memberikan gambaran serta uraian 

berdasarkan data yang terkumpul untuk kemudian disimpulkan dan diinterpretasikan.  

 

Kata Kunci : Yuridis, Peran, BPD, Kepala Desa 

 

 

 

 

 


